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Berbagai cara orang untuk menggunakan, memanfaatkan, 
menjaga dan terlibat dengan ruang laut telah mengalami 
perubahan yang signifikan sepanjang abad yang lalu. Da-
hulu, lautan utamanya dilihat —dan diatur—sebagai jalur 
lintasan permukaan untuk pengiriman barang-barang. Hari 
ini, sebagian karena kemajuan teknologi dan metode baru 
yang tersedia untuk mengekstraksi kekayaan dari laut, maka 
lautan pun dibingkai ulang—dan diatur ulang—sebagai 
ruang bagi ‘ekonomi biru’. Dan yang lebih penting, para 
pendukung pertumbuhan ‘kebiru-biruan’ ini menjanjikan 
keberhasilan hingga tiga kali lipat di bidang ekologi, sosial 
dan ekonomi. 

Dalam laporan singkat ini, kita akan mengungkap agenda 
politik di balik janji ‘pertumbuhan biru’. Temuan kami bahwa 
narasi mengenai pertumbuhan biru, ekonomi biru, revolu-
si biru, dan sejenisnya adalah seperti minuman oplosan 
yang tercampur dengan sangat kuat dan keras. Pertama, 
wacana ini memuaskan dahaga sosial atas aksi nyata da-
lam menghadapi dampak perubahan iklim dengan menarik 
investasi swasta dalam kawasan perlindungan konservasi 
laut dan pariwisata yang berkelanjutan. Kedua, agenda ini 
memenuhi kebutuhan dunia yang semakin meningkat atas 
pangan yang sehat dan bergizi melalui ekspansi budidaya 
perikanan skala-besar yang padat modal, selagi berusaha 
menghilangkan dampak sosial-ekologi negatif dari teknologi 
ini. Dan pada akhirnya, hal tersebut menyegarkan cita rasa 
dengan hembusan energi angin dan percikan sumber daya 
mineral laut dalam yang baru tanpa mengganggu sensasi 
rasa dan aroma yang akrab serta kuat dari minyak dan gas.   

Komposisi bahan oplosan tersebut yang menjadi subyek 
bahasan dari laporan singkat ini, dan tujuan kami adalah 
untuk menggali fungsi dari masing-masing bahan oplosan 
tersebut. Dengan demikian, kami berharap dapat mem-
berikan analisis kritis terhadap kepentingan dan agenda 
yang ada di belakang pertumbuhan biru, serta implikasinya 
dari arah gejala ini. Kami tidak dapat sepenuhnya mengek-
splorasi berbagai dimensi dan sektor dari lingkungan laut 
yang sangat luas dalam laporan yang singkat ini.1 Sebagai 
gantinya, kami berfokus pada apa yang kami lihat sebagai 
tiga bagian inti, yang masing-masing memiliki sejarah dan 
jejaknya sendiri sebelum pertumbuhan biru menjadi kata 
kunci. Namun apa yang membuat oplosan ini begitu kuat 
adalah sinergi dari ketiga elemen, yang disatukan dalam 
satu kerangka yang elok untuk membingkai ulang politik 
kelautan sehingga dapat didukung oleh banyak pemangku 
kepentingan. Fiksasi biru ini terbuat dari tiga bahan pokok 
utama:2

•	 1 bagian fiksasi konservasi

•	 1 bagian fiksasi protein

•	 1 bagian fiksasi energi/ekstraktif

Istilah fiksasi sangat berguna karena makna gandanya 
membawa ketergantungan terhadap model ekstraksi dan 
produksi tertentu. Istilah ini juga menjelaskan bagaimana 
konfigurasi modal tetap dalam bentuk infrastruktur dan 
investasi baru di tempat-tempat khusus (misalnya: pela-
buhan, hotel mewah, pengeboran minyak dan kapal kargo) 
‘fiksasi’ atau menanamkan modal uang yang terakumulasi 
nilai lebih menjadi obyek fisik. Modal tetap juga mencip-
takan peluang baru bagi sirkulasi modal dalam bentuk lain-
nya (uang, komoditas) di tempat-tempat yang baru dengan 
cara-cara yang baru pula (misalnya investasi di wilayah atau 
negara-negara yang baru, atau sektor-sektor yang baru sep-
erti pertambangan di laut dalam). Pada saat krisis, ini men-
ciptakan ‘fiksasi’ sementara, atau solusi, untuk apa pun yang 
mungkin dapat menghambat akumulasi modal (pencipta-
an surplus keuntungan berdasarkan investasi). Kami juga 
menggunakan istilah ‘fiksasi’ untuk menunjukkan bagaima-
na pertumbuhan biru secara stimulan merupakan upaya 
mengintai peluang akumulasi modal baru dan di saat yang 
bersamaan mengakomodasi pembentukan modal tetap 
yang telah ada (yaitu, investasi yang riil seperti pelabuhan).

Meskipun penting untuk melacak wacana pertumbuhan 
biru, seperti halnya mereka yang telah memulai lebih 
dulu,3 energi yang diperlukan untuk mengikuti permainan 
kata-kata biru berikutnya juga membantu mengaburkan 
fakta bahwa jika dilihat secara serius, ekonomi biru memiliki 
implikasi yang sangat nyata terhadap bagaimana distribu-
si akses terhadap dan kontrol atas ruang laut, dan bagi 
mereka yang terlibat ataupun dikecualikan dari proses dan 
politik yang berjalan ini. Dalam euforia perayaan keber-
hasilan diri sendiri setelah forum biru –di mana pembuat 
kebijakan bersulang dengan para  penanam modal, LSM 
konservasi dan perusahaan energi angin raksasa sebelum 
menelan dimulainya ‘fiksasi biru’ ini - ada kecenderungan 
untuk mengabaikan mabuk sosial dan ekologis yang mana 
sudah pasti disebabkan oleh oplosan ini. 

Secara teori, melindungi wilayah laut adalah bagian pent-
ing dari mitigasi perubahan iklim. Namun pada praktiknya, 
apa yang dicapai oleh upaya konservasi di tingkat nasional 
dibayang-bayangi oleh kepentingan perluasan pengeboran 
minyak dan gas lepas pantai. Meskipun menekankan upaya 
transisi menuju energi angin dan tenaga surya, pertam-
bangan mineral laut dalam dibutuhkan bagi teknologi baru 

Pengantar
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Selama ribuan tahun, nelayan skala-kecil di seluruh dun-
ia telah menikmati akses istimewa terhadap sumber daya 
perikanan, serta aturan tradisional dan adat yang telah 
terbentuk dan mengakar di komunitas nelayan. Di Oce-
ania, misalnya, laut diatur sebagai ruang yang terpadu 
dalam masyarakat, seperti halnya tanah.4 Seiring waktu, 
bagaimanapun, perkembangan pemanfaatan laut untuk 
menghasilkan keuntungan telah menjadi pendorong utama 
perubahan rezim pengaturan laut. Hasilnya, nelayan ska-
la kecil semakin terdorong keluar dari ruang yang mereka 
tinggali dan hidup darinya sejak generasi ke generasi. Tren 
yang demikian, baru-baru ini menjadikan gerakan nelayan 
dunia membingkai perjuangan mereka pada konsep men-
genai ‘perampasan laut’.5 Penekanan tentang dinamika 
mengenai ‘perampasan’ baru-baru ini; secara khusus mun-
cul dari pada yang disebut sebagai ‘konvergensi atas krisis’ 
(iklim, lingkungan, energi, pangan dan keuangan). Namun 
penutupan ruang laut dan pelembagaan rezim kepemilikan 
memungkinkan perampasan sumber daya laut oleh peng-
guna baru telah memiliki sejarah panjang. 

Sebuah pergeseran besar dalam bagaimana tata kelola 
pengaturan laut berkembang sejak abad ke-17 dan terus 
berlanjut, dimana laut sebagai sarana transportasi untuk 
komoditas menjadi semakin penting untuk kapitalisme 
komersial.6 Sarana transportasi perhubungan menjadi pe-
manfaatan laut yang dominan, dan merupakan dasar bagi 
pembangunan ekonomi dan kekuatan kolonial Eropa pada 
saat itu. Kepentingan politik dan ekonomi yang utama di 
lautan dulu kala adalah untuk mengendalikan dan memas-
tikan jalur pelayaran bebas sepanjang rute perdagangan. 
Ketentuan politik-ekonomi ini membentuk pengaturan laut 
selama periode tersebut.7

Pada sekitar tahun 1990an,  rezim yang dulunya berorien-
tasi utama pada transportasi barang kemudian memberi 
jalan yang memfasilitasi ekstraksi atas sumber daya laut. 
Pengaturan ruang laut bergeser ke arah model teritorial/
kewilayahan, di mana pemerintah semakin berusaha un-
tuk menyatukan zona pesisir menjadi wilayah kedaulatan 
yang diakui untuk menjamin keamanan atas investasi dalam 
penangkapan ikan di pesisir dan ekstraksi mineral. Pada 
tahun 1930an, dimulai dari Teluk Meksiko pada tahun 1937, 

pengeboran minyak lepas lantai dapat dilakukan di luar tiga 
mil laut yang pada saat itu diterima oleh sebagian besar 
negara sebagai zona teritorial.8

Pengembangan kemampuan pengeboran minyak lepas 
pantai tersebut menandai dimulainya model pengaturan 
berdasarkan pengendalian dan penutupan ruang laut oleh 
negara dan memungkinkan konsesi untuk dibagikan kepada 
industri ekstraktif. Pada awalnya dipicu oleh meningkat-
nya permintaan akan minyak bumi setelah Perang Dunia 
II, negara-negara mulai mengklaim hak kebangsaan atas 
sumber daya yang semakin dan semakin jauh dari pantai. 
Pada tahun 1945, Amerika Serikat mengklaim hak nasional 
yang terbatas pada sumber daya di seluruh landas kontinen 
yang berdekatan dengan garis pantainya,9 dan El Salvador 
menjadi negara pertama yang mengklaim kedaulatan atas 
kawasan yang membentang sejauh 20 mil dari garis pantai 
pada tahun 1950.

Pada upaya untuk koordinasi yang lebih baik dalam pen-
guasaan wilayah teritorial atas laut, Perserikatan Bang-
sa-Bangsa (PBB) untuk pertama kalinya menyelenggarakan 
dua Konferensi tentang Hukum Laut pada tahun 1958 dan 
1960. Namun, baru pada Konferensi tentang Hukum Laut 
yang ke-3 pada tahun 1973 yang mendorong pengemban-
gan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (the United Na-
tions Convention on the Law of the Sea/UNCLOS). Konven-
si ini, diratifikasi oleh 167 negara-negara dan Uni Eropa,10 
mengakui hak-hak negara pantai untuk “memanfaatkan, 
mengembangkan, mengelola dan melestarikan semua 
sumber daya –perikanan atau minyak, gas atau bebatuan, 
nodul (bintal, atau butiran yang lebih besar dari bintil) atau 
belerang- yang dapat ditemukan di perairan, di dasar laut 
dan di tanah dari area yang membentang sejauh 200 mil 
dari pantai.11

Ratifikasi UNCLOS tampak jelas menjadi penutupan ter-
besar ruang wilayah teritorial sepanjang sejarah.12 Pada 
saat konferensi ketiga di tahun 1973, sebanyak 25 nega-
ra mempertahankan klaim atas zona 3 mil laut; 15 negara 
menyatakan zona antara 4 – 10 mil; 66 negara menyatakan 
zona 12 mil; dan satu negara mendorong zona 200 mil.13 
Sementara pembatasan ruang teritorial ini signifikan, mer-
eka dikerdilkan dengan perbandingan terhadap 659.662  

ini yang menjadikan kita berada di wilayah ekologis yang 
tidak diketahui dengan pemahaman minim akan dampak 
yang dapat terjadi. Akhirnya, penangkapan ikan skala 
kecil secara efektif dikucilkan, sementara penangkapan 
ikan skala industri terus memiliki posisi yang mapan dan  

bahkan meluas hingga menjadi pemasok pakan bagi indus-
tri perikanan budidaya dengan pakan ikan dari ikan pelagis 
kecil. Dampak sosial dan ekologis dari pergeseran ini jarang 
dibahas dalam kebijakan pertumbuhan biru. 

Menutup Ruang Laut
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Seiring dengan meningkatnya kepentingan terhadap laut, 
demikian juga kekhawatiran tentang bagaimana menga-
tur penggunaan ruang laut yang semakin penuh sesak 
serta hal-hal di sekitar dampak perubahan iklim terhadap 
penurunan ketersediaan ikan dan lingkungan laut. Dalam 
konteks upaya untuk memajukan agenda pembangunan 
berkelanjutan terhadap gagasan ‘pertumbuhan hijau’, Kon-
ferensi Rio +20 pada tahun 2012 (kelanjutan dari KTT Bumi 
di Rio de Janeiro pada tahun 1992), secara meyakinkan ber-
hasil menempatkan laut menjadi bagian dari agenda inter-
nasional. Deklarasi Laut Rio, yang dikeluarkan pada Hari 
Kelautan pada Rio+20 oleh ketua-bersama konferensi, men-
yatakan “dengan kekhawatiran yang besar akan banyaknya 
ancaman dan poros penggerak negatif yang mengorbankan 
kemampuan laut untuk terus menyediakan sumber daya 
esensial, keamanan pangan dan gizi, dan jasa penting yang 
kritis bagi masyarakat dunia”. Yang kemudian memperpan-
jang serangkaian daftar sejumlah ancaman yang dikenali, 
termasuk perubahan iklim, pengasaman laut, pencemaran, 
penangkapan ikan berlebihan, kegiatan kegiatan penang-
kapan ikan yang melanggar hukum (illegal)–tidak diatur da-
lam peraturan yang ada (unregulated) dan tidak dilaporkan 
pada pejabat yang berwenang (unreported) (IUU Fishing), 
praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak dan pen-
grusakan habitat serta penurunan kualitas sumber daya.18

Sebuah analisis pada sesi resmi dan agenda sandingan 
(side event) di Rio +20 menunjukkan bahwa istilah “ekonomi 
biru secara konsisten digunakan untuk menarik perhatian 
pada kelautan”19 oleh berbagai aktor, termasuk perwakilan 
antara organisasi antar-pemerintah seperti FAO (Food and 
Agriculture Organization/Organisasi Pangan dan Pertanian 
PBB) dan UNDP (United Nations Development Program/
Program Pembangunan PBB), perwakilan dari Negara-Neg-
ara Berkembang Pulau-Pulau Kecil (Small Island Developing 
States/SIDS) dan organisasi-organisasi konservasi. Silver 
dan rekannya mencatat bahwa “saat memperdebatkan 
permasalahan khusus kelautan, solusi dan peserta, banyak 

pembicara [baik di forum resmi maupun side event] mengu-
sahakan untuk memberikan lebih banyak makna yang lebih 
khusus dari istilah [ekonomi biru], yang seringkali dengan 
cara yang tidak konsisten dan tidak kompatibel”.20 Beberapa 
peserta menggunakan istilah itu untuk menggambarkan 
modal alamiah, atau nilai ekonomi dari sumber daya alam; 
yang lainnya bahkan lebih jauh lagi menggunakan istilah itu 
untuk ‘menjual’ gagasan tentang “kelautan sebagai bisnis 
yang baik”; dan beberapa negara SIDS menggunakannya 
secara strategis untuk menarik perhatian dan pendanaan 
serta mengidentifikasi beberapa mitra baru. 

Upaya terkini untuk menggambarkan atau mendefinisikan 
pertumbuhan biru menunjukkan bahwa konsensus menge-
nai maknanya masih sulit dipahami, dan bahwa ada “beber-
apa konflik dalam penafsiran yang cenderung tidak dapat 
dikompromikan. Dengan demikian, setiap upaya untuk 
mendefinisikan Ekonomi Biru dapat menghasilkan [suatu] 
cara pandang khusus yang diistimewakan.”21 Namun bagi 
Jacqueline Alder, yang memimpin gagasan pertumbuhan 
biru di FAO, ketidakjelasan ini memiliki nilai yang strategis. 
Dia menjelaskan: “[K]ami telah merancang program per-
tumbuhan biru kami, sejujurnya, untuk meluas, sehingga 
negara-negara dapat menentukan cara mana yang ingin 
ditempuh.”22

Dipicu pada Rio +20 di tahun 2012, pertumbuhan biru 
kemudian menyebar ke kancah internasional. Pemerin-
tah dan institusi antar pemerintah, bersama dengan LSM 
lingkungan, akademisi, perusahaan-perusahaan dan lemba-
ga keuangan, sejak saat itu telah mendorong serangkaian 
konferensi internasional dan menghasilkan laporan serta 
artikel yang tak terhitung jumlahnya, kerangka kebijakan 
antar-pemerintah dan strategi pertumbuhan biru di ting-
kat nasional. Memang, kebebasan dalam menafsirkan ini 
telah memicu beranak-pinaknya program dan kebijakan di 
tingkat nasional dan regional yang memanfaatkan bahasa 
ekonomi biru dan pertumbuhan biru (antara lain Norwegia, 
Uni Eropa, India, Afrika Selatan dan Indonesia). Pemerintah 

kilometer (setara dengan 66% dari luas total wilayah teri-
torial daratan) dari Zona Ekonomi Eksklusif yang tertutup 
melalui UNCLOS.14 UNCLOS dengan demikian melembaga-
kan fiksasi ruang untuk merekonsiliasi kepentingan yang 
berlawanan di antara penggunaan ruang laut yang berbeda: 
di satu sisi memfasilitasi arus bebas komoditas dan menye-
diakan akses atas pasar yang berjarak jauh, dan di sisi lain 
memberikan batasan wilayah daerah hak kepemilikan 
untuk memperkenankan bagi investasi tetap.15 UNCLOS  

memastikan “zona pesisir yang diatur secara teritorial untuk 
investasi tetap dan  ekstraksi sumber daya serta perairan 
laut dalam yang tidak diatur secara kewilayahan teritorial 
yang didedikasikan untuk memfasilitasi sirkulasi arus mod-
al,”16 Namun, teknologi baru dan terus meningkatnyan upa-
ya pencarian baru atas sumber daya di bawah kapitalisme 
berarti bahwa fiksasi tercapai melalui rezim UNCLOS hanya 
dalam waktu sekejap.17

Janji Pertumbuhan Biru
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dari beberapa negara telah bertindak demikian jauh untuk 
membentuk departemen atau kementerian untuk pertum-
buhan maupun ekonomi biru.23

Pada tahun 2013, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB 
(UN Food and Agricultural Organisation/FAO) meluncurkan 
Gagasan Pertumbuhan Biru (Blue Growth Initiative/BGI). 
Kemudian diikuti dengan Global Oceans Action Summit 
pada tahun 2014 yang diselenggarakan bersama dengan 
FAO dan Bank Dunia, yang menghadirkan sekitar 600 per-
wakilan dari pemerintah, institusi antar-pemerintah, LSM 
lingkungan, organisasi kemanusiaan dan perusahaan sektor 
swasta untuk mendiskusikan pertumbuhan biru.24 Peristiwa 
lainnya yang berhasil memajukan wacana pertumbuhan 
biru termasuk di antaranya adalah pertemuan tahunan 
Our Ocean Conference (yang awalnya diprakarsai oleh 
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat), dan selanjutn-
ya diadakan di Bali pada bulan Oktober 2018; Konferensi 
PBB mengenai Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Framework Convention on 
Climate Change/UNFCCC); dan World Oceans Summit yang 
dinisiasi oleh the Economist. Adapun yang terakhir (World 
Oceans Summit) mengumpulkan pemimpin-pemimpin 
politik dan pembuat kebijakan, pemimpin bisnis global, 
ilmuwan, LSM dan multilateral serta fokus khususnya pada 
peluang investasi dan bisnis di wilayah perikanan tangkap 
dan budidaya, konservasi dan pariwisata.25

Singkatnya, wacana ekonomi biru telah membuka ruang 
bagi koalisi yang lebih luas dan tidak tentu dari berb-
agai macam aktor dan agenda. Semua kebisingan seki-
tar pertumbuhan biru, ekonomi biru, revolusi biru, fo-
rum para penanaman modal/investor biru, karbon biru,  

pertambangan biru dan bahkan busana biru dapat memus-
ingkan. Sebagian besarnya akan tetap menjadi kekinian dan 
sorotan, namun sejauh mana membanjirnya bahasa baru 
ini dapat menjadi seperangkat intrik dan tipu daya yang 
berguna untuk mengalihkan perhatian dari  implikasi yang 
nyata terhadap wilayah, sosial dan ekologi dari tata susu-
nan ini di antara persaingan industri kelautan yang baru, 
lama maupun saat ini, serta aktor-aktor yang mendorong 
konservasi skala-besar? 

Untuk mengkaji konsekuensi nyata dari penerapan agenda 
pertumbuhan biru dan untuk menganalisis mengapa berb-
agai kepentingan tersebut dapat ditarik ke dalam pengatur-
an umum, beberapa bagian berikut ini menawarkan kajian 
awal terhadap tiga bahan baku utama yang menciptakan 
oplosan koktail dari fiksasi biru ini yaitu : (i) fiksasi konserva-
si; (ii) fiksasi protein; dan (iii) fiksasi energi/ekstraktif. Meski-
pun kami telah memisahkan ketiga elemen tersebut untuk 
tujuan analitis, pada praktiknya aroma dan prosesnya ber-
baur serta saling tumpang tindih dalam cara-cara yang khu-
sus secara kontekstual. Kami telah memasukkan beberapa 
kotak tentang berbagai kasus untuk menyoroti kekhususan 
tersebut. Tidak semua sektor kelautan mendapatkan per-
hatian yang layak sebagaimana seharusnya. Pelayaran dan 
kegiatan yang terkait dengan pelabuhan, misalnya, tentu 
pantas mendapat perhatian yang lebih dekat. Mereka juga 
tidak hanya memperhitungkan proporsi yang signifikan dari 
ekonomi kelautan yang signifikan, tapi juga diproyeksikan 
berada di antara sektor laut yang paling cepat berkembang 
dan dengan demikian tetap menjadi tulang punggung per-
dagangan global.

Agenda 21, sebagai hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi 
Bumi (KTT Bumi) tahun 1992, secara luas bertujuan untuk 
mencapai ‘pembangunan berkelanjutan’.26 Bagian kelautan 
dari agenda ini melibatkan pembahasan tentang perlind-
ungan laut, pemanfaatan dan pengelolaan berkelanjutan 
atas sumber daya hayati dalam Zona Ekonomi Eksklusif 
(ZEE) dan di laut lepas, serta perubahan iklim.27 Kendati-
pun tujuan ini mulia, emisi karbon yang terus-menerus 
mendorong terjadinya pengasaman laut, yang mengaki-
batkan pemutihan karang dan mengurangi populasi kerang. 
Penangkapan ikan yang berlebihan dan pencemaran telah 
mengakibatkan cadangan stok ikan menurun drastis. Pu-
lau-pulau plastik telah terbentuk di laut, bercampur dengan 
aliran agrokimia dari pertanian konvensial. Dan bahkan keti-
ka pengeboran lepas pantai tidak menyebabkan tumpahan 

minyak,  racun dari produk sampingan bocor ke perairan 
sekitarnya.28 Terlepas dari tarikan situasi dan jangkauan dari 
gagasan global untuk mengatasinya, agenda pembangunan 
berkelanjutan telah gagal besar dari perspektif ekologi. 

Meskipun agenda pembangunan berkelanjutan telah juga 
gagal untuk mendorong dukungan pendanaan, komitmen 
janji internasional untuk upaya konservasi dan pembangu-
nan berkelanjutan terus berlanjut beranak-pinak: misalnya 
target Aichi dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (Con-
vention on Biological Diversity) dan Target Pembangunan 
Berkelanjutan (UN Sustainable Development Goals/SDGs). 
Perubahan iklim sedang berkembang menjadi perhatian 
masyarakat di seluruh dunia, tapi pada praktiknya komit-
men pembiayaan yang nyata dari pemerintah nasional 
dan donor tertinggal jauh dari perkiraan pembiayaan yang  

Fiksasi Konservasi
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dibutuhkan untuk memenuhi target global tersebut. Untuk 
mengatasi kesenjangan dari pendanaan ini, LSM seperti 
WWF berpendapat bahwa modal dari sektor swasta adalah 
hal yang penting: “Sektor swasta akan mampu membuat 
target SDGs ini terpecahkan.”29

Masalahnya: tujuan dari investor adalah untuk mencari 
peluang menghasilkan keuntungan dan perlindungan 
lingkungan yang menjadi tuntutan publik nampaknya 
akan dikesampingkan. Fiksasi konservasi: mengubah 
konservasi laut menjadi upaya untuk menarik peluang 
investasi sembari meningkatkan hubungan masyarakat. 

Pembingkaian upaya konservasi laut dalam agenda per-
tumbuhan biru sesuai dengan bentuk yang dipelopori oleh 
aliran utama konservasi selama dua dekade terakhir. Apa 
yang disebut oleh beberapa orang sebagai ‘konservasi 
untuk laba keuntungan’ berdasarkan pada gagasan “cara 
efisien secara ekonomis untuk mitigasi perubahan iklim 
dan pelestarian keanekaragaman hayati tanpa mengham-
bat pertumbuhan ekonomi”.30 Pada intinya, hal ini mengi-
kuti alasan dari paradigma environmentalisme berbasis 
pasar: degradasi lingkungan dan perubahan iklim dilihat 
sebagai kegagalan pasar, karena alam tetap tidak cukup 
untuk diintegrasikan pada sistem pasar.31 Dari perspektif ini, 
solusinya adalah menjadikan alam dapat terlihat dan terb-
aca untuk modal.32 Berdasarkan anggapan ini, begitu nilai 
ekonomi dari ‘alam’ dan ‘jasa ekosistem’nya terdokumen-
tasikan, kepala negara, pejabat direktur utama perusahaan  

transnasional, para investor dan setiap orang lainnya akan 
memperhitungkan faktor biaya tersebut pada keputusan 
mereka dan menghentikan pengrusakan alam. 

Lebih lanjut, “menjual alam untuk menyelamatkannya”33 
merelakan konservasi untuk membayarnya.34 Pendekatan 
ini bergantung pada identifikasi peluang untuk menghasil-
kan uang pada proyek konservasi yang bisa diubah menjadi 
aset. Diharapkan bahwa taktik ini akan memberikan nilai 
imbal investasi (return on investment/ROI). Metode perlind-
ungan lingkungan ini secara efektif mengalihkan prioritas 
yang jauh dari upaya yang paling mendesak untuk men-
gatasi krisis ekologis, yang mungkin bertentangan dengan 
kepentingan industri yang besar. Sebaliknya, konservasi 
dibingkai menjadi pelengkap untuk dan sesuatu yang akan 
dikembangkan dalam kemitraan yang erat dengan kepent-
ingan bisnis. Seperti dikutip dari WWF: “Pencapaian SDGs 
mewakili suatu peluang bisnis. Kemiskinan, ketimpangan, 
kelangkaan air, perubahan iklim dan degradasi sumber 
daya alam serta layanan publik pada akhirnya buruk juga 
untuk bisnis. Sebaliknya, berinvestasi dalam pertemuan 
SDGs dapat membuka peluang dan pasar baru serta men-
gamankan kesejahteraan perusahaan jangka panjang.”35 
Agenda pertumbuhan biru telah terjalin secara mulus ke 
dalam SDGs, dengan fokus khusus pada target 14: “Mele-
starikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan samud-
era, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangu-
nan berkelanjutan.” Target ini, bersamaan dengan target 
Aichi untuk melindungi lebih dari 10% wilayah perairan  
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teritorial pada tahun 2020, telah mendorong pemerintah 
negara-negara untuk lebih mengembangkan pandangan 
untuk mengkawinkan antara peluang untuk perusahaan 
dan investor dengan upaya konservasi laut. Kawasan 
Konservasi Perlindungan Laut, khususnya yang besarnya 
mencapai 100,000 kilometer persegi, telah muncul men-
jadi salah satu solusi utama untuk tantangan ini dan telah 
menjadi daya tarik sejak tahun 2006.36 Komisi Uni Eropa 
juga telah menyoroti fokus pada perubahan iklim melalui 
kawasan konservasi laut dalam kerjanya terkait dengan 
pertumbuhan biru. Menurut sebuah rangkuman artikel 
dalam publikasi Komisi Uni Eropa dari Our Ocean Con-
ference yang diselenggarakan pada tahun 2017 di Malta: 
“[Iklim] adalah area aksi yang diambil oleh Uni Eropa secara 
serius, jadi Our Ocean adalah tempat yang cocok untuk 
mengumumkan pendanaan baru sebesar  €20 juta untuk 
mendukung wilayah konservasi laut di Afrika, negara-negara 
Karibia dan Pasifik melalui Program Pengelolaan Kawasan  

Keanekaragaman Hayati dan Kawasan Lindung. Bersama 
dengan Jerman, akan ada lebih banyak dukungan baru yang 
lintas sektoral dan lintas batas dengan platform multi-pe-
mangku pihak yang akan berjalan pada tahun 2020.”37

LSM lingkungan yang besar dan organisasi kemanusiaan 
juga turut serta: proyek National Geographic’s Pristine Seas, 
proyek Pew Charitable Trusts’ Pew Bertarelli Ocean Legacy, 
dan program Conservation International’s Seascapes telah 
menjadi pusat untuk membangun 22 Kawasan Konservasi 
Laut besar secara global, dengan berkolaborasi bersama 
pemerintah negara.38 Dan berbagai bank swasta seperti 
Credit Suisse telah bergabung dengan WWF untuk menja-
dikan konservasi sebagai peluang investasi yang menarik. 
Mereka melihat peluang untuk menghasilkan uang yang 
datang dari “[i]nvestasi pada infrastruktur dan layanan 
pengelolaan berkelanjutan dari jasa ekosistem, misalnya, 
berinvestasi untuk penginapan dan jalan untuk memper-
cepat pertumbuhan ekowisata atau dalam susunan panel 

KOTAK 1

Operasi Phakisa, Afrika Selatan: Kawasan Konservasi Laut, minyak 
dan gas. . . tapi tidak nelayan skala kecil

Operasi phakisa berarti ‘percepat’ dalam bahasa Sesotho. Diluncurkan oleh Presiden Afrika Selatan Jacob 
Zuma pada Juli 2014, dengan kata-katanya sendiri untuk “membantu kami melaksanakan Rencana Pem-
bangunan Nasional yang bertujuan akhir mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan 
pekerjaan”.49 Dalam sebuah pengumuman mengenai Forum Ekonomi Biru Afrika yang baru, mantan Sekretaris 
Eksekutif Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika (UN Economic Commission for Africa) juga menyoroti operasi 
Phakisa dan menggemakan harapan yang dibangun oleh  pemerintah Afrika Selatan dengan rujukan untuk 
menciptakan “satu juta pekerjaan baru pada tahun 2030 dan menambahkan 177 milyar ZAR [setara dengan 
10,2 milyar Poundsterling] ke PDB negara.”50 Namun, Thean Potgieter, profesor di Wits School of Governance, 
tampak kurang optimis, yang menyatakan bahwa “bahkan jika bisa mencapai setengah dari target ini akan 
sangat bagus.”51

Berlebihan atau tidak, jumlah besar ini dihitung dari prospek pembangunan di empat sektor utama Operasi 
Phakisa: pengeboran minyak dan gas lepas pantai, transportasi laut (termasuk pembangunan pelabuhan); 
industri perikanan budidaya (terutama spesies ekspor bernilai tinggi); dan jasa perlindungan laut (dilindungi 
melalui kawasan konservasi laut) dan pariwisata. Ketika rencana ruang lingkup dan pembangunan dari Operasi 
Pakhisa menjadi lebih jelas bagi masyarakat umum dan masyarakat nelayan, para pelaku yang sebelumnya 
tidak termasuk dalam dialog kebijakan mulai bereaksi. Pada tahun 2017, gerakan nelayan Coastal Links 
menjadi tuan rumah pertemuan dengan organisasi masyarakat sipil dengan menyampaikan dua alasan 
keprihatinan: pertama, rencana pembangunan wilayah pesisir tidak membahas hak dan kebutuhan mas-
yarakat nelayan dalam kaitannya dengan Operasi Phakisa; dan kedua, RUU tentang Perencanaan Tata Ruang 
Laut yang diajukan di Parlemen gagal menyediakan mekanisme yang akan memungkinkan masyarakat sipil 
untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana 
tersebut. Selanjutnya, rancangan peraturan untuk 22 Kawasan Konservasi Laut baru yang diumumkan oleh 
pemerintah pada tahun 2016 bersisian dengan visi pengeboran 30 sumur minyak lepas pantai baru dalam 
10 tahun ke depan52 sebagai bagian dari Operasi Pakhisa. 
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surya untuk pembangkit listrik, atau monetisasi jasa eko-
sistem (misalnya perlindungan daerah aliran sungai) dan ba-
rang-barang yang berasal dari usaha atas hutan, pertanian 
atau budidaya perikanan yang berkelanjutan.”39

Menurut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan 
Ekonomi (OECD - Organisation for Economic Co-opera-
tion and Development), pariwisata mewakili 26% dari nilai 
tambah terhadap ekonomi kelautan di tahun 2010, hanya 
mampu dilampaui oleh pertambangan minyak dan gas lepas 
pantai. Meskipun sebuah kajian menyeluruh atas berbagai 
dampak pariwisata dalam kerangka ekonomi biru melam-
paui ruang lingkup dari laporan ini, di sini kami menyoro-
ti bahwa jalan tersebut telah digunakan untuk membuat 
bentuk bagi investasi swasta dalam upaya konservasi laut. 
Para blogger Bank Dunia menyuarakan kepentingan mer-
ekasebagai berikut: 

Jelas bahwa alam merupakan fondasi bagi sebagian 
besar dari pariwisata di dunia –para pelancong ber-
sedia membayar lebih untuk sebuah kamar dengan 
pemandangan laut, dan kata-kata seperti “asli”, “ter-
pencil” dan “belum terjamah” seringkali dilekatkan 
pada fasilitas seperti pantai, terumbu karang dan 
pemandangan laut yang indah. Pun, ketergantungan 
industri perjalanan dan pariwisata terhadap lingkun-
gan yang sehat jauh lebih dalam dari itu. Terumbu 
karang tidak hanya memberikan nilai hiburan bagi 
para pengunjung pantai, tapi juga dapat mengalih-
kan gelombang yang menyebabkan erosi dan men-
gurangi risiko gelombang badai yang dapat memba-
hayakan inti utama dari industri ini.40

Untuk memperkuat argumen ini, the Nature Conservancy 
telah bermitra dengan Bank Dunia dalam sebuah inisiatif 
yang disebut dengan Mapping Ocean Wealth (Pemetaan 
Kekayaan Lautan). Mereka mengklaim bahwa “Pengeta-
huan ini dapat memungkinkan investasi yang lebih cerdas 
dalam tindakan pengelolaan dan konservasi serta sekaligus 
mendukung alam dan bisnis pariwisata yang mendukung 
ekonomi pesisir.”41 Menghitung potensi imbal balik dilihat 
sebagai suatu hal penting dalam merekrut penanam modal. 
Dalam kehebohan menghitung kekayaan alam di lautan, 
pertanyaan krusial mengenai apakah keuntungan upaya 
konservasi akan betul-betul mengatasi masalah ekologis 
dan sosial yang mengerikan di lautan dan di wilayah pesisir 
yang dikesampingkan. 

Setelah investor yakin akan potensi keuntungan, mekanisme 
yang diterapkan untuk menyalurkan dana sangat beragam 
dan membutuhkan pengawasan yang lebih mendalam. Mis-
alnya termasuk obligasi birum,42 Financial Instruments for 

the Recovery of Marine Ecosystems/Instrumen Keuangan 
WWF untuk Pemulihan Ekosistem Laut (FIRME) WWF,43 dan  
pengaturan kelembagaan LMPA yang baru.44 

Hal yang penting, mekanisme yang berkembang pesat dan 
rumit untuk menyalurkan investasi swasta ke dalam upaya 
konservasi laut tidak melakukan apa pun untuk membatasi 
kegiatan yang membahayakan lingkungan hidup di nega-
ra-negara tersebut. Perbankan seperti JP Morgan dan Credit 
Suisse tampaknya lebih dikendalikan oleh tingginya imbal 
balik yang mereka lihat dalam obligasi hijau dan pembiayaan 
konservasi ketimbang oleh investasi untuk tujuan yang baik. 
“Secara umum, mereka menginvestasikan lebih banyak pada 
industri pencemaran, seperti pematahan hidraulik dan ek-
straksi pasir minyak (aspal mentah).”45 Sementara itu, Sey-
chelles telah menetapkan zona tanpa kegiatan penangka-
pan ikan, namun terus mengizinkan eksplorasi minyak di 
Kawasan Perlindungan Laut (Marine Protected Area/MPA) 
dan pembangunan angkatan laut India di dalam area Situs 
Warisan Dunia (World Heritage Site).46

Mengingat rekam jejak yang naik turun, mungkin kelihatan-
nya mudah untuk mengabaikan ‘pembiayaan biru’ sebagai 
sesuatu yang terlalu berlebihan. Namun dalam konteks ru-
ang laut, reformasi pengaturan yang dimulai untuk mem-
fasilitasi konservasi untuk-laba keuntungan sangat penting 
karena mereka menindaklanjuti proses-proses penutupan 
ruang laut yang bersejarah dan memberikan LSM peran 
yang penting dalam tata kelola Kawasan Konservasi Laut. 
Sementara beberapa pihak melihat kurangnya kepemilikan 
pribadi/privat dalam banyak ruang laut sebagai batasan 
untuk menghasilkan laba, “inisiatif pengaturan lautan skala 
besar dibangun di sekitar Rencana Tata Ruang Laut (Marine 
Spatial Planning/MSP) dan/atau Kawasan Konservasi Laut 
dan/atau Kawasan Konservasi Laut Skala Luas (Large Marine 
Protected Area/LMPAs) yang hanya dilihat sebagai peleng-
kap untuk menyelesaikan pertanyaan tentang kepemilikan, 
dalam arti bahwa mereka berusaha untuk memesan atau-
pun menjatah sumber daya dan ruang laut, mengidentifikasi 
pemanfaatan/pengguna yang ‘tepat’, dan menjamin mereka 
kepastian pengaturan yang lebih besar dan/atau akses yang 
terjamin dan aman.”47 Bahkan jika laba atas investasi di area 
konservasi laut tidak menghasilkan jumlah banyak di akhir, 
memperluas kendali hukum atas wilayah-wilayah tersebut 
untuk pelaku-pelaku konstelasi yang baru –termasuk LSM 
lingkungan, yayasan kemanusiaan/filantropis dan ‘investor 
dampak’ – mungkin berakhir menjadi jauh lebih menarik 
dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini adalah masalah 
yang patut dicermati pada tahun-tahun mendatang, karena 
area yang demikian luas akan berubah menjadi kawasan 
konservasi laut skala besar (LMPAS).48
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Proyeksi FAO dan OECD menunjukkan bahwa hasil tangka-
pan global dalam perikanan tangkap mengalami stagnansi 
– mencapai 90,9 juta ton pada tahun 201658 – dan tidak 
mungkin tumbuh dalam beberapa dekade mendatang. Se-
bagai perbandingan, produksi perikanan budidaya (sebagai 
pangan perikanan) diperkirakan mencapai 80 juta ton pada 
tahun yang sama, dan diproyeksikan meningkat hingga 
mencapai 2,1% per tahun pada skenario FAO tahun 2030.

Pada saat yang sama, sebuah “fitur umum dari wacana Per-
tumbuhan Biru [adalah] standar ganda perlakuan terhadap 
perikanan tangkap”.59 Contohnya, lima wilayah Uni Eropa 
yang dikutip untuk pertumbuhan biru adalah budidaya, 
wisata pesisir, bioteknologi kelautan, energi kelautan dan 
pertambangan dasar laut.60 Demikian pula, seperti yang 
ditunjukkan pada contoh di tingkat nasional (lihat kotak 1-4), 
perikanan tangkap umumnya bukan pertimbangan penting 
dalam pengaturan ruang laut yang baru yang dipicu oleh 
agenda ekonomi biru. Gagasan Pertumbuhan Biru FAO, 
bagaimanapun juga, adalah salah satu dari beberapa skema 

global yang berusaha untuk memasukan perikanan tangkap 
bersama dengan perikanan budidaya. 

Selanjutnya, dampak ekologis yang sangat serius dari pen-
angkapan ikan yang berlebihan, pengrusakan habitat dan 
pencemaran lautan yang membatasi penangkapan ikan 
yang tersedia meningkatkan marjinalisasi peran perikanan 
tangkap yang dimainkan dalam sebagian besar gagasan 
ekonomi biru. “Tren ini telah menghasilkan narasi kebijakan 
yang memposisikan perikanan tangkap sebagai sebagai ‘tel-
ah berakhir’, atau tunduk terhadap ‘penurunan yang pasti 
terjadi.”61

Di sinilah muncul persoalan: meningkatnya per-
mintaan dunia atas protein ikan62 dan menurunnya 
cadangan stok ikan tangkap liar di laut. Fiksasi pro-
tein untuk masalah ini tampaknya menjadi kerangka 
bagi budidaya ikan skala besar sebagai masa depan 
perikanan.

 
 

KOTAK 2

Kiribati: pertambangan bawah laut dalam dan Kawasan Konservasi 
Laut atas nama keberlanjutan
Presiden Kiribati sebelumnya, Anote Tong, dikenal di dunia internasional karena meletakkan konsekuensi 
dampak kenaikan permukaan air laut bagi negara-negara Kepulauan Pasifik dengan kuat dalam agenda in-
ternasional. Namun, solusi politiknya untuk masalah yang mengerikan ini dengan menggunakan kerangka 
ekonomi biru, dan baru-baru ini disebut ‘perampasan dasar laut’.53 Seperti yang dikatakan Tong kepada Majelis 
Umum PBB pada 2014, “lautan memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan negara saya. 
Visi kami untuk mencapai pembangunan berkelanjutan bergantung pada ekonomi biru, pada konservasi dan 
pengelolaan sumber daya laut dan laut kami yang berkelanjutan.

Visi ekonomi biru ini juga telah melibatkan konsesi untuk pertambangan laut dalam di petak sebagian besar 
Zona Ekonomi Ekslusif dari Kiribati.54 Sektor lain, seperti perikanan skala kecil, tidak ditampilkan sebagai bagian 
dari agenda ekonomi biru negara ini.55 Meskipun dampak lingkungan masih kurang dipahami, sumber elemen 
kunci untuk turbin angin dan baterai fotovoltaik melalui pertambangan laut dalam dibingkai sebagai bagian 
dari sumber energi bersih baru-berbasis kan ekonomi biru. Dalam kata-kata seorang mantan menteri Kiribati: 
“[Pertambangan laut dalam], sungguh sebuah kisah yang ironis! Pertama-tama mereka memberi tahu kami 
bahwa kami memiliki masalah karena negara-negara Barat membakar terlalu banyak bahan bakar fosil yang 
tidak terbarukan dan sekarang negara-negara yang sama ingin mengambil mineral tidak terbarukan kami 
untuk menyelesaikan masalah?”56 Kedua proyek ini didorong tanpa adanya konsultasi publik. Sebagaimana 
dicatat oleh pejabat publik, “semua kegiatan ini telah menjadi wacana publik, orang-orang, media, akan datang 
dan mempertanyakan integritas pemerintah kita. Konservasi di sini dan menambang di sebelah, jujur maksud 
saya, seberapa kredibelkah itu menjadi niat politik Anda? ”57

Fiksasi Protein
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Sepanjang 30 tahun terakhir, produksi perikanan budidaya 
meledak, melampaui pertumbuhan perikanan tangkap 
pada tingkat rata-rata 8,6% per tahun. Perikanan budidaya 
saat ini bertangung jawab memenuhi  hampir separuh dari 
seluruh ikan yang kita makan.63 Memang benar bahwa sek-
tor yang terus berkembang ini telah menyediakan protein 
yang stabil selama 3 dekade terakhir, namun produksi ini 
bergantung pada input energi dan peningkatan volume ikan 
tangkap, kedelai, rapeseed (rassica napus, tumbuhan peng-
hasil minyak rapa -pen), biji bunga matahari dan gandum 
untuk pakan. Lebih jauh lagi, ini menciptakan serangkaian 
masalah sosial dan ekologis sepanjang jalan. Masalah yang 
melekat dalam fiksasi ini adalah ketergantungan terhadap 
peningkatan volume hasil tangkapan ikan liar untuk bisa 
menghasilkan peningkatan volume jenis spesies ikan bu-
didaya. Hal ini khususnya pada kasus produksi spesies 
ikan mas, udang laut, salmon, ikan nila dan ikan bersirip 
lainnya.64 Pada tahun 2016, hampir 15 juta ton tangka-
pan ikan, atau 13% dari tangkapan ikan global, digunakan 

sebagai produksi pakan ikan,65 dan produksi perikanan  
budidaya yang terus membesar (spesies yang bergantung 
pada tepung ikan dan minyak ikan sebagai pakan) pasti 
akan mengakibatkan lebih banyak tekanan dan persaingan 
untuk menangkap ikan liar di laut bebas. 

Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang 
siapa yang berhak atas ikan yang tersedia: komunitas 
masyarakat nelayan lokal yang bergantung pada tangka-
pan ikan untuk penghidupannya, pangan sehat dan nutrisi, 
atau perusahaan lintas negara (transnational corporations) 
yang memburu stok ikan pelagis di perairan asing untuk 
memberi makan industri budidaya ikan skala besar yang 
sedang tumbuh? Seperti yang digambarkan dalam The 
Global Ocean Grab, “budidaya adalah dinamika lain di mana 
kontrol atas sumber daya laut direbut oleh rezim korpora-
si pangan perikanan, dengan mengorbankan orang-orang 
yang tergantung pada sumber daya ini.”66 Sebagaimana 
paradigma pertumbuhan biru mendapatkan dukungan, ko-
munitas nelayan skala kecil menjadi semakin terpinggirkan. 



Fiksasi Biru: Membongkar Tabir Agenda Politik di Balik Janji Pertumbuhan Biru  |  1312  |  Fiksasi Biru: Membongkar Tabir Agenda Politik di Balik Janji Pertumbuhan Biru transnationalinstitute transnationalinstitute

Dibingkai sebagai tanggapan atas kekhawatiran terhadap 
dampak perubahan iklim, wacana ekonomi biru di tingkat 
global  memiliki fokus yang kuat pada industri yang sedang 
berkembang yaitu: energi alternatif dari angin dan arus pas-
ang surut serta ekstraksi laut dalam untuk mineral yang 
langka.72 Bersamaan dengan itu, sistem industri minyak 
dan gas adalah sistem yang telah meluas dan berkembang, 
serta merupakan salah satu dari kekuatan terbesar dalam 
ekonomi kelautan (dan global). Seperti angka yang digam-
barkan dalam ilustrasi Organisasi untuk Kerja Sama dan 
Pembangunan Ekonomi (OECD) berikut, minyak dan gas 
dari lepas pantai menyumbang hampir 34% dari total nilai 
industri berbasis kelautan pada tahun 2010, setara dengan 

USD 510 miliar. Sebagai perbandingan, industri perikanan 
tangkap, menurut OECD, menyumbang sebesar USD 15 
miliar.73 

Meskipun angkanya bervariasi dari satu laporan atau 
lembaga dengan lainnya, intinya adalah bahwa industri 
perikanan menyumbang proporsi yang hampir tidak sig-
nifikan dari perekonomian laut global jika dibandingkan 
dengan minyak dan gas, dan perbedaan ini diproyeksikan 
akan meningkat. Sementara itu, nilai perikanan skala ke-
cil tidak diperhitungkan, begitu pula nelayan yang diang-
gap sebagai pelaku sosial yang penting terlepas dari fakta 
bahwa penghidupan dan hak asasi manusianya tergan-
tung pada akses mereka terhadap sumber daya kelautan.  

KOTAK 3

Transisi Turki menjadi perikanan budidaya
Pembelajaran dari pesatnya perkembangan industri perikanan budidaya di Turki mengungkapkan bahwa 
perusahaan perikanan skala besar merupakan sebagian yang selamat dari transisi, sementara tekanan untuk 
ketersediaan ikan terus berlanjut. Sebagaimana dijelaskan oleh Ertör dan Ortega-Cerdá: “Tren ini mengubah 
praktik produksi hasil laut dari penangkapan menjadi budidaya sambil membuka peluang baru untuk modal, 
dengan jenis investasi baru.”67 Perubahan peraturan di Turki mendorong konsentrasi dalam sektor ini dengan 
menolak permohonan untuk investasi budidaya laut yang kurang dari 250 ton. Hal ini, seiring dengan modal 
dalam jumlah besar yang diperlukan untuk masuk ke sektor yang meningkat dengan cepat, mengakibat-
kan penghilangan langsung atau tidak langsung dari perikanan budidaya skala kecil oleh “perusahaan yang 
berkembang dan lahan budidaya yang berkembang”.68 Perikanan budidaya di Turki bergeser dari volume 
produksi 1.500 ikan per tambak di 4 kandang kayu kubik meter pada era 1990-an menjadi satu juta ikan per 
tambak yang ditempatkan di kandang melingkar berdiameter 50 meter.69 Singkatnya, pertumbuhan cepat 
dalam budidaya sudah menekan produksi perikanan skala kecil keluar dari pasar.

Hubungan antara perikanan tangkap dan budidaya seringkali dibingkai seolah-olah perikanan budidaya akan 
membebaskan lautan dari tekanan ekologis yang disebabkan oleh penangkapan ikan berlebihan. Namun 
faktanya, ketergantungan pada ikan teri untuk tepung ikan dalam perikanan budidaya di Turki telah menam-
bah tekanan pada kebutuhan ikan teri di Laut Hitam. Seorang pengusaha ikan dalam industri dan produsen 
tepung ikan di Turki menyatakan, “ini menciptakan ekonomi perikanan tangkapnya sendiri dan meningkat-
kan tekanan terhadap ketersediaan ikan liar di laut ketimbang menurunkannya. Sehingga, ini menimbulkan 
paradoks antara penangkapan ikan dan produksi perikanan laut intensif.”70 Lonjakan global dalam budidaya 
ikan yang dirayakan dalam kebijakan pertumbuhan biru menimbulkan banyak pertanyaan tentang dampak 
sosial dan ekologi yang membutuhkan jaminan penelitian lebih lanjut. Tetapi yang jelas adalah bahwa “alih-
alih memberikan solusi untuk mengurangi cadangan ikan, budidaya ikan yang intensif dari spesies karnivora 
hanya memecahkan krisis modal dalam jangka pendek, dan perluasannya akhirnya memberi tekanan lebih 
besar pada perikanan tangkap”. 71

Fiksasi Energi/Ekstraktif
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Nilai Tambah Industri Berbasis Laut pada Tahun 2010 Berdasarkan  
Jenis-Jenis Industri

Catatan: perikanan tradisional tidak termasuk dalam ikhtisar ini.  
Sumber: Angka pada gambar 1.2 dan data di OECD (2016)

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933334614

Aktivitas pelabuhan13%

Industri pengolahan Ikan 5%

Energi angin lepas pantai 0.8%

Pembuatan dan perbaikan kapal 4%

Transportasi perairan laut 5%

Industri perikanan budidaya Laut 0.8%

Industri perikanan tangkap 1%

Perlengkapan/peralatan kemaritiman 11%

Tambang Eksploitasi Migas lepas pantai 34%

Pariwisata laut dan pesisir 26%

Dampak ekologi dari ekstraksi minyak dan gas di laut (khu-
susnya sejak tumpahan minyak Deepwater Horizon pada 
tahun 2010), dan efek yang lebih luas dari bahan bakar 
fosil dan emisi karbon terhadap perubahan iklim saat ini 
tidak dapat disangkal. Berdasarkan OECD, “laut itu cair dan 
saling berhubungan satu sama lain. Implikasinya: apa yang 
terjadi di satu tempat dapat berefek pada yang terjadi di 
tempat lainnya, karena pencemar dan spesies asing dibawa 
oleh arus dan/atau kapal laut ke jarak yang jauh lebih besar 
daripada yang terjadi di darat.”74

Menurut Watts, jaringan yang luas dari sumur minyak, 
saluran pipa migas, kapal tanker minyak dan sebagainya 
yang membentuk ‘infrastruktur-petro global yang bertang-
gungjawab terhadap hampir 40% emisi CO2 di tingkat 
global.75 Pada New Policy Scenario (Skenario Kebijakan 
Baru),76 Badan Energi Internasional (The International En-
ergy Agency/IEA) memperkirakan bahwa “permintaan gas 
alam [akan] naik hampir 50% [dari 2016] hingga 2040 dan 
konsumsi minyak [akan] terus tumbuh.” Bidang pertumbu-
han terbesar baik produksi minyak dan gas diproyeksikan 
berasal dari eksplorasi laut dalam, dengan produksi gas 
lepas pantai khususnya meroket dengan sebesar 69% 
(2,2% per tahun) dari 2016 hingga 2040.77 Dengan kata 
lain,  “Bentuk perintah ini mendorong batas minyak ke ujung 
bumi, atau lebih tepatnya berpacu kencang ke dasar lau-
tan. Eksplorasi perairan laut dalam adalah mantra baru.”78 

 

 

Masalahnya: bagaimana memajukan agenda keber-
lanjutan yang seharusnya dari pertumbuhan biru 
tanpa berhadapan langsung dengan sektor minyak 
dan gas bumi?

Ketegangan pokok ini menyoroti pentingnya memahami 
hubungan antara industri minyak dan gas bumi dengan 
ruang kebijakan pertumbuhan biru (di berbagai skala). 
Masalah spesifik kontekstual dan empiris yang rumit ini 
memerlukan penyelidikan yang lebih dalam daripada yang 
memungkinkan dalam laporan singkat ini. Namun, eksplor-
asi awal terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut (lihat 
kotak 4 dan 5) mengungkapkan bahwa kebijakan pertum-
buhan biru di level nasional tidak berani untuk membatasi 
pembangunan pertambangan minyak dan gas bumi lepas 
pantai. Sebaliknya, mereka berusaha untuk memanfaatkan 
keuntungan dari infrastruktur dan keahlian yang telah ada 
dalam hal minyak dan gas di bawah tameng transfer kapa-
sitas untuk sektor lainnya. Dengan kata lain, fiksasi energi: 
kebijakan pertumbuhan biru mengalokasikan ruang laut 
untuk memperluas pengeboran lepas pantai, dan mem-
berikan peluang bagi pemanfaatan baru atas infrastruk-
tur laut yang telah ada. Fokus publik yang minimal atau 
keterlibatan dengan industri minyak dan gas merendahkan 
keutamaan sektor ini ke dalam tata kelola laut, sehingga ter-
lindungi dari pengawasan yang tidak diinginkan. Pertanyaan 
pentingnya tetaplah mengenai peran dari ‘pembiayaan biru’ 
dalam perluasan industri ekstraktif di laut (minyak, gas dan 
mineral yang langka di laut dalam). 
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KOTAK 4

Belanda: energi angin, wajah publik pengeboran lepas pantai yang 
sedang berjalan

Pemerintah Belanda, pendukung umum dari Prakarsa Pertumbuhan Biru FAO (Blue Growth Initiative), telah 
mengembangkan Dokumen Kebijakannya sendiri di Laut Utara, tahun 2016-2021 bahwa “kaitan dengan 
strategi ‘Pertumbuhan Biru’, berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan di laut, maritim dan ekonomi 
pesisir, sebagaimana dirumuskan oleh Komisi Eropa”.79 Dengan menggunakan uji coba perencanaan tata 
ruang maritim, dokumen kebijakan ini berusaha untuk mencari kejelasan bagaimana izin untuk pemanfaatan 
ruang laut akan dapat diberikan. Untuk menjelaskan prioritas ini, skenario saat ini dan masa mendatang 
dijelaskan untuk masing-masing bidang kegiatan dalam ekonomi biru. Banyak penekanan diberikan pada 
“transisi energi di laut” Belanda80 dan sektor energi angin yang muncul sebagai bukti atas nilai yang dijanjikan 
akan keberlanjutan.

Infrastruktur minyak dan gas yang telah ada diidentifikasi sebagai ruang yang memungkinkan bagi investasi, 
baik untuk pemeliharaan maupun renovasi untuk mengakomodasi energi angin. Kedua industri energi dapat 
didukung melalui pembagian helipad dan infrastruktur lainnya. Kasus ini menyoroti beberapa pertanyaan 
tentang sejauh mana perusahaan minyak dan gas (di Belanda dan di tempat lain) melihat masuk ke dalam 
pengembangan energi alternatif di laut sebagai pembendung terhadap kemerosotan harga, atau sebagai cara 
untuk terus mengendalikan dan berinvestasi di infrastruktur laut yang juga melayani pengeboran lepas pantai.

Dikatakan, dalam fine print (bagian dari kontrak yang mengandung pemesanan dan kualifikasi yang sering 
dicetak dalam huruf yang lebih kecil –pen) menunjukkan dengan sangat jelas bahwa perpindahan ke energi 
alternatif tidak akan membatasi atau mengganggu perluasan ekstraksi minyak dan gas. Dokumen ini kemu-
dian mengakui bahwa persaingan antar kepentingan dapat muncul, dan memberikan panduan bagi pegawai 
negeri yang harus menilai siapa yang harus diberikan izin. Ini menyatakan bahwa “Kabinet mengutamakan 
kegiatan kepentingan nasional: pengiriman, ekstraksi minyak dan gas, penyimpanan CO2, pembangkit en-
ergi berkelanjutan (angin), ekstraksi pasir dan pengisian kembali, serta pertahanan”.81 Dalam rencana tata 
ruang, semua sektor lainnya dialokasikan pada daerah yang ditentukan, sedangkan nelayan ditempatkan ke 

Pertambangan laut dalam: memperkuat pertumbuhan biru atau mendatangkan 
bencana ekologis dengan tiada pengetahuan tentang konsekuensinya. 

Kepentingan dalam pertambangan dasar laut, khususnya 
yang menargetkan elemen bumi yang langka, telah mening-
kat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini, menurut OECD, 
telah didorong secara ekonomi oleh “peningkatan permint-
aan dan kenaikan harga” khususnya berasal dari ‘teknologi 
energi hijau’ (misalnya turbin angin dan panel surya/pho-
tovoltaic batteries yang bergantung pada mineral logal ini) 
dan secara politis oleh kepentingan Uni Eropa dan yang 
lainnya untuk tidak dikaitkan dengan negara sumber sep-
erti China dan Republik Demokratik Kongo. Pertambangan 
dasar laut dilihat sebagai solusi untuk kedua permasalah-
an tersebut.90 Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala 
Eksekutif Pertambangan Nautilus, “dasar laut mengandung 
beberapa akumulasi terbesar yang dikenal dari logam yang 

sangat mendasar untuk ekonomi hijau, dalam konsentrasi 
yang umumnya jauh lebih tinggi daripada di daratan, seh-
ingga dapat dipastikan, kita akan menemukan lagi akhirnya 
sumber daya yang penting dari dasar laut.”91 Dan pada awal 
tahun 2019, Sekretaris Jenderal dari Otoritas Dasar Laut 
Internasional (International Seabed Authority/ISA) menya-
takan bahwa “kita saat ini berada di tahap di mana kita 
dapat melihat bahwa mineral laut dalam bisa menjamin 
ketersediaan pasokan mineral yang stabil dan aman […] 
memiliki potensi yang dapat menyediakan pasokan miner-
al yang dibutuhkan dengan biaya rendah, ramah lingkun-
gan, menyediakan mineral yang dibutuhkan untuk menuju 
ekonomi pintar, mereka juga dapat berkontribusi pada 
ekonomi biru bagi beberapa Negara-negara berkembang.”92
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KOTAK 5

Norwegia: mengekspor jejak karbon dan memasarkan keahlian  
industri minyak ke negara lain

Meskipun hanya sekitar 2% dari minyak mentah global yang berasal dari landas kontinen Norwegia, negara 
ini adalah produsen gas alam terbesar ketiga di dunia, memasok sekitar 25% dari total konsumsi Uni Eropa.84 

Pemerintah Norwegia telah menyediakan dana untuk Inistiatif Pertumbuhan Biru FAO melalui agen pengem-
bangannya, NORAD, dan telah memasukkan wacana pertumbuhan biru ke dalam dokumen kebijakan laut 
nasionalnya. Namun, kekuatan minyak bumi utara yang sudah lama ini memegang peranan minyak dalam 
strategi samudra masa depan. Karena Strategi Kelautan Pemerintah Norwegia Tahun 2017 menjelaskan: 
“Teknologi perminyakan berada di pusat pengembangan perikanan budidaya berbasis laut dan energi terba-
rukan berbasis laut.”85 Alih-alih beralih dari minyak bumi, Norwegia pada dasarnya menggandakan komitmen 
minyak dan gas sambil memposisikan diri sebagai pusat pengetahuan maritim global yang ditetapkan untuk 
menyediakan “teknologi dan kompetensi dari industri perminyakan ke wilayah lain” .86

Posisi global ini sejalan dengan pendekatan umum Norwegia untuk mendorong bahan bakar fosil ke luar 
negeri - hampir semua minyak dan gas Norwegia diekspor, mewakili lebih dari sepertiga nilai total ekspor - 
sambil membersihkan penggunaan energinya di negaranya sendiri.87 Perusahaan nasional Statoil telah secara 
aktif mengarahkan muatan untuk mengebor di Kutub Utara karena es yang mencair, dan mulai bekerja pada 
lima sumur eksplorasi baru di Laut Barents pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, Direktorat Petroleum 
Norwegia menegaskan bahwa produksi minyak telah meningkat selama tiga tahun dalam secara linier dan 
bahwa landas kontinen Norwegia sedang menyedot gas pada tingkat paling tinggi. Angka-angka ini dihara-
pkan akan terus berlanjut selama beberapa tahun mendatang.88 Dan seperti yang dijelaskan oleh kerangka 
Strategi Kelautan Norwegia, “sektor minyak dan gas akan tetap menjadi pasar inti yang paling penting bagi 
sebagian besar bisnis pasokan”.89 Kasus-kasus dari Belanda, Norwegia dan Afrika Selatan menggambarkan 
bahwa kerangka pertumbuhan biru gagal mengekang ekstraksi bahan bakar fosil. Sementara wacana per-
tumbuhan biru di tingkat global (seperti misalnya diartikulasikan di Rio+20 dan dalam Pertumbuhan Biru FAO) 
berusaha untuk menyoroti keutamaan kelestarian lingkungan, menjadi jelas bahwa strategi pertumbuhan 
biru tingkat nasional telah gagal untuk mengatasi masalah yang terpenting yaitu masalah pembakaran bahan 
bakar fosil, dan bahwa dalam prakteknya fokusnya adalah untuk mengakomodasi perluasan terus menerus 
industri minyak dan gas.

daerah yang tidak terdefinisi bukan yang “tertutup untuk energi dan alam.”82 Bahkan, laporan ini sangat jelas 
menyatakan: “Karena bangkitnya energi angin, produksi energi di laut akan mengambil lebih banyak ruang. 
Dalam beberapa kasus, kapal pelayaran komersial dan rekreasi perlu mengubah jalannya, dan wilayah tangkap 
nelayan akan menyusut ”83 (penekanan ditambahkan).

Rencana tata ruang menawarkan yang menyerupai alat bedah untuk mengiris, membagikan atau bahkan 
merampas akses ke sumber daya laut dari pengguna sebelumnya. Di bawah panji-panji  “transisi energi di 
laut” terhadap energi angin, usulan itu sebenarnya sama sekali bukan transisi teritorial dari satu rezim energi 
ke rezim energi lainnya. Bersamaan dengan energi angin, ruang yang dialokasikan untuk minyak dan gas 
diproyeksikan akan diperluas, dan karenanya ruang wilayah tangkap ikan (baik skala kecil maupun industri) 
akan menyusut. Ketika dorongan datang untuk mendesak, pemerintah Belanda menegaskan bahwa prioritas 
akan diberikan kepada minyak dan gas.
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Banyak lokasi yang saat ini menjadi target untuk ekstraksi 
unsur bumi yang langka berada di dalam perairan interna-
sional. Sebagaimana ditetapkan dalam UNCLOS, area laut 
di luar dari 200 mil laut dari pantai (Zona Ekonomi Eksklusif/
ZEE) diklasifikasikan sebagai kepemilikan bersama untuk 
kemanusiaan dan secara sederhana hanya disebut sebagai 
“Area”.  Area ini mewakili hampir setengah dari permukaan 
laut dan diatur oleh ISA. ISA terdiri dari 168 perwakilan dari 
negara-negara anggota yang masing-masing menunjuk 
36 orang untuk menjadi Komisi Hukum dan Teknis (Le-
gal and Technical Commission/LTC) yang pada gilirannya 
dibebankan untuk mengelola permintaah atas akses dan 
perizinan untuk pertambangan. LTC umumnya bersidang 
dan membuat keputusan di balik pintu tertutup dan tidak 
mengungkapkan apa yang telah ditemukan di bawah laut 
oleh perusahaan-perusahaan – bahkan kepada perwakilan 
negara anggota ISA. Menurut kata-kata seorang pengamat 
lingkungan di ISA, “Anda punya [30] orang yang membuat 
keputusan tentang setengah planet ini di balik pintu yang 
tertutup rapat.”93 Sebagaimana Kristina Gjerde, Senior High 
Seas Adviser di Uni Internasional untuk Konservasi Alam (In-
ternational Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources/IUCN), mengatakan kepada Dewan Negara Ang-

gota ISA: “Ada risiko besar bahwa kita tidak akan tahu apa 
yang telah hilang sampai telah benar-benar hilang.”94 Ketika 
ISA bergerak menuju fase berikutnya dalam memberikan 
kontrak untuk eksploitasi, “ketegangan antara mandat ISA 
yang ganda –dan saling bertentangan- untuk mendorong 
eksploitasi dasar laut yang kurang dikenal yang mencakup 
sekitar setengah planet sambil memastikan perlindungan-
nya” menjadi lebih dan lebih jelas.95 

Selain dari iklim yang ramah pertambangan ini, rancan-
gan peraturan ISA telah menyebutkan prioritas terha-
dap lingkungan tapi kurang menggambarkan secara rin-
ci bagaimana ini akan dipastikan.96 Berdasarkan laporan 
OECD, “bahkan pertambangan laut dalam yang paling ha-
ti-hati dan teliti akan mengganggu ekosistem laut. Pandan-
gan yang umumnya dipegang adalah pertambangan skala 
industri akan menimbulkan berbagai ancaman yang akan 
mengubah lautan dalam secara permanen, tapi belum ada 
gambaran yang jelas mengenai dampak apa yang mungkin 
terjadi.”97 Sementara itu, gagasan ekonomi biru yang spe-
sifik menarik pembiayaan dan membuka pintu bagi sektor 
kontraktor swasta untuk mendapatkan akses ke ruang laut 
yang diatur oleh ISA. 
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KOTAK 6

Negara-negara berkembang di Pulau-Pulau Kecil: penyokong  
pertambangan laut dalam

Meskipun Negara-Negara Berkembang di Pulau-Pulau Kecil (Small Island Developing States/SIDS) ditetapkan 
sebagai yang paling terdampak oleh perubahan iklim, namun negara-negara ini juga menjadi model contoh 
dari ekspansi ekonomi biru ke dalam upaya pertambangan laut dalam. Pada tahun 2011, Robert G. Aisi, 
Perwakilan Tetap Papua New Guinea kepada PBB yang berbicara atas nama SIDS Pasifik98 yang diwakili di 
komite persiapan untuk Rio+20, menyatakan, “Selain itu, masalah yang kami prediksi akan muncul sebagai 
topik pada periode paska Rio+20 dalam kaitannya dengan Ekonomi Biru adalah pertambangan dasar laut 
dalam. Meskipun pertambangan dasar laut dalam dan kegiatan terkait mungkin merupakan perjuangan 
yang cukup baru untuk beberapa negara, kami melihat perkembangan di bidang ini sebagai salah satu yang 
akan melibatkan Samudera Pasifik dan SIDS di wilayah Pasifik.”99 Enam tahun kemudian pada bulan Juni 
2017, Konferensi Kelautan PBB (UN Ocean Conference) di New York menandai peluncuran “UN-DESA [De-
partemen Bidang Ekonomi dan Sosial/Department of Economic and Social Affairs] dan komitmen kemitraan 
sukarela ISA pada Prakarsa Abyssal untuk Pertumbuhan Biru (Abyssal initiative for Blue Growth).” Kemitraan 
ini terikat dengan sebuah “pencarian untuk Ekonomi Biru melalui promosi keuntungan sosio-ekonomi bagi 
negara-negara berkembang, termasuk SIDS” serta peningkatan pengetahuan ilmiah dan kapasitas penelitian 
serta mendorong konsep ekonomi biru sebagai sarana untuk memungkinkan agar SIDS untuk “mendapatkan 
manfaat sepenuhnya dari pembangunan berkelanjutan atas sumber daya mineral laut dalam mereka.”100

Salah satu cara kunci keterlibatan SIDS dalam eksplorasi pertambangan laut dalam adalah 
dengan mensponsori kontraktor yang mencari izin-izin. Menurut kebijakan ISA, saat perusahaan 
swasta menginginkan kontrak eksplorasi di suatu Area, mereka harus disponsori oleh negara  
anggota ISA dan memiliki anak perusahaan di negara bagian negara tersebut. Secara praktis, pendekatan 
sponsorship memberi peluang bagi perusahaan pertambangan untuk mendapatkan kontrak melalui SIDS. 

Hingga Agustus 2018, sejumlah 29 kontrak untuk eksplorasi telah diberikan oleh ISA.101 ISA sedang dalam 
proses meninjau kembali ‘kodifikasi aturan pertambangan’, yang kemudian akan mengatur alokasi dan 
pengelolaan kontrak eksploitasi. Sampai saat ini, tidak ada yang diberikan. Dari 29 kontrak, sebagian besar 
disponsori oleh negara-negara besar dengan perekonomian kuat seperti Cina, Korea, Jepang, India, Rusia, 
Brasil, Inggris, Jerman dan Perancis, dan mereka seringkali menyediakan akses ke badan penelitian publik 
mereka sendiri atau perusahaan pertambangan milik negara. Namun, mulai tahun 2011, SIDS juga mulai 
mensponsori perusahaan tambang swasta. 

Sebagai contoh, pada tahun 2012, bangsa Tonga mensponsori Tonga Offshore Mining Ltd. (TOML) untuk 
eksplorasi mineral nodul polimetalik di zona patahan bawah laut Clarion Clipperton di Samudera Pasifik bagian 
utara. “TOML telah menyetujui royalti dengan pemerintah Tonga sebagai bagian dari perjanjian sponsornya 
sebesar US$ 1,25 per ton kering untuk 3 juta ton nodul kering yang ditambang per tahun, dan US$ 0,75 
per ton kering untuk semua ton berikutnya yang ditambang setelahnya dalam tahun yang sama.”102 TOML 
100% dimiliki oleh Nautilus Minerals yang berkantor pusat di Kanada. Pemegang saham terbesar (yaitu 
30,4%) adalah MB Holding Company LLC., perusahan jasa pengeboran minyak dan gas multinasional yang 
berkantor di Kesultanan Oman. 

Bukan hanya SIDS yang memberikan sponsor untuk kepentingan transnasional. UK Seabed Resources 
memiliki dua kontrak untuk eksplorasi, yang disponsori oleh Kerajaan Inggris. Namun, UK Seabed Resources 
adalah anak perusahaan Lockheed Martin, sebuah perusahan pertahanan dan keamanan yang berbasis 
di Amerika Serikat. Oleh karena AS bukan penandatangan UNCLOS, sehingga tidak memiliki perwakilan di 
dewan ISA dan oleh karena itu tidak bisa mensponsori kontraktornya sendiri. 
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Kerajaan Inggris, Irlandia Utara dan Tongo secara aktif menyediakan gerbang masuk ke laut dalam untuk 
perusahaan tambang multinasional. Dan proposal oleh UN-DESA dan ISA –seperti Prakarsa Abyssal untuk 
Pertumbuhan Biru- mengklarifikasi bahwa ini adalah visi bagi SIDS dalam ekonomi biru. Sebagaimana dijelas-
kan dalam makalah konsep untuk Konferensi Kelautan PBB 2018, Nauru, Kiribati, Tonga dan Kepulauan Cook 
telah memberikan sponsor untuk kontrak eksplorasi baru di Area. Makalah ini kemudian merekomendasikan 
kerjasama erat antara kontraktor swasta, ISA dan negara-negara anggota “dalam membantu negara-negara 
yang tertarik, dan khususnya SIDS, untuk menyusun kerangka kerja pertambangan dasar laut dalam mereka.”103

Sulit untuk menekan jika melihat betapa besar peran yang 
dimainkan oleh sektor minyak dan gas bumi dalam ekonomi 
global. Nilai total dari pasar minyak dan gas bumi men-
capai US$ 3 triliun, dan ‘kelima perusahaan minyak ter-
besar’ menghasilkan pendapatan yang melebihi Produk 
Domestik Bruto (PDB atau Gross Domestic Product/GDP) 
seluruh Afrika.”104 Tetapi di luar arus kas yang terkait den-
gan barang-barang yang diperdagangkan, penting untuk 
menyoroti rancang bangun dari perlengkapan mesin, te-
knologi, infrastruktur, jaringan transportasi dan aset lainnya 
yang didukung oleh modal yang telah ditanamkan dalam 
industri ini. Menurut Watts, ini mewakili nilai yang setara 
dengan USD 40 triliun. Ia menggambarkannya dengan gam-
bar berikut:

Hampir 5 juta sumur minyak menghasilkan lobang 
di permukaan bumi (sebanyak 77.000 hasil penge-
born [pada tahun 2011], 4.000 di lepas pantai; 
3.300 subsea (peralatan, teknologi dan metode 
untuk mengeksplorasi, mengebor, pengembangan 
dan operasi lapangan migas yangada di bawah per-
mukaan air –pen), menusuk kerak bumi di landas 
kontinen dalam beberapa kasus ribuan meter di 
bawah permukaan laut. Beberapa perkiraan lebih 
dari 40.000 lapangan migas beroperasi. Lebih dari 
2 juta kilometer saluran pipa menyelimuti dunia 
dalam jaringan besar (180.000 kilometer lagi akan 
dibangun dengan biaya modal lebih dari US$ 265 
miliar selama empat tahun berikutnya); tambahan 
75.000 kilometer lagi dari jalur transportasi minyak 
dan gas di sepanjang dasar laut. Terdapat 6.000 

platform tetap, dan 635 instalasi pengeboran lepas 
pantai (total instalasi tambang lepas pantai inter-
nasional di bulan Juni 2011 adalah lebih dari 1.158 
menurut Baker Hughes). Lebih dari empat ribu 
tanker minyak memindahkan 2,42 miliar ton min-
yak dan produk turunan minyak setiap tahunnya 
–sepertiga dari perdagangan laut global; lebih dari 
delapan puluh kapal produksi dan penyimpangan 
telah berjalan selama lima tahun terakhir.105

Lingkungan yang dibangun sangat besar ini, apa yang 
disebut oleh Carton sebagai “lanskap bahan bakar fosil”,106 
yangmenciptakan sejenis kelemahannya sendiri atau ‘jalur 
ketergantungan’.107 Ini karena sejumlah besar modal uang 
yang ‘ditetapkan’ di dalamnya biasanya memiliki periode 
perputaran yang panjang, sehingga lanskap “menggunakan 
kekuatan paksaaan melampaui manfaat untuk masa de-
pan.”108 Artinya, pemodal yang telah membuat investasi ke 
dalam ekstraksi bahan bakar fosil tidak sesederhana ha-
nya untuk kepentingan mengantisipasi keuntungan dari 
investasinya. Memang, perjanjian seperti Energy Charter 
Treaty secara aktif melindungi investasi semacam itu –dan 
bahkan investasi yang direncanakan- dari semua jenis 
keputusan politik yang mungkin mempengaruhi keun-
tungan yang diharapkan.109 Dengan cara ini, investasi ke 
dalam lingkungan yang dibangun melarang perubahan 
politik, karena mereka mengunci logika yang berbeda ke 
dalam bentang investasi. Ekspansi adalah kunci untuk me-
mastikan imbal balik dari investasi yang dibutuhkan untuk 
mengembangkan sistem ekstraksi lepas pantai yang mahal.  

Penetapan modal dan investasi di sektor energi dan ekstraktif
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Di tengah tingkat investasi semacam ini, pasar minyak 
mencapai kemerosotan harga pada tahun 2014. Selain 
itu, meningkatnya kecaman publik terhadap dampak pe-
rubahan iklim mengakibatkan keributan yang menyiratkan 
bahwa telah tiba waktunya bagi kita untuk mengakhiri ke-
canduan kita terhadap bahan bakar minyak. Paska-2014 
terlihat sebagai titik untuk kembali pada ekstraksi serpihan 
berbasis tanah yang lebih murah, menebar kekhawatiran 
atas semua uang yang telah banyak dihabiskan ke dalam 
infrastruktur (minyak dan gas -pen) lepas pantai dan biaya 
ekstraksi migas yang relatif lebih tinggi di lautan. Seiring 
dengan pulihnya pasar migas yang diperkirakan pada ta-
hun-tahun mendatang, pertumbuhan biru memberikan 
kerangka kebijakan yang elegan untuk menjaga investasi 
tetap mengalir ke dalam infrastruktur laut untuk berbagai 
pemanfaatan (multi-guna -pen) sambil memastikan alokasi 
baru ruang laut untuk perluasan pengeboran lepas pantai. 

Satu proposal yang muncul dari lingkaran kebijakan per-
tumbuhan biru yang dapat menutupi biaya signifikan bagi 
perusahaan minyak dan pembayar pajak adalah platform 
multi-guna. Cadangan minyak dan gas, khususnya di Eropa, 
tersimpan lama dan tunduk pada ketentuan di dalam Kon-
vensi untuk Perlindungan Lingkungan Laut di Atlantik Utara-
Timur (Convention for the Protection of the Marine Environ-
ment of the North-East Atlantic atau Konvensi OSPAR) yang 
memaksa perusahaan minyak untuk sepenuhnya menona-
ktifkan infrastruktur yang tidak aktif.110 Antara tahun 2017 
dan 2025, sekitar 200 platform harus dihilangkan, 2.500 
sumur ditutup dan 78.000 kilometer pipa dinonaktifkan di 
Laut Utara.111 Ini adalah kewajiban yang sangat rumit dan 
mahal. Untuk Inggris, pemerintahnya memperkirakan bah-
wa biaya bisa mencapai 39 miliar poundsterling, sementara 
sebuah organisasi penelitian independen, Intergenerational 
Foundation menghitung lebih banyak yaitu sekitar 80 miliar 
poundsterling.112 Sekitar 10% dari instalasi pengeboran di 
Teluk Meksiko telah ditinggalkan sebagai bagian dari pro-
gram nasional instalasi pengeboran ke terumbu karang.113 
Ketimbang terumbu karang, proposal saat ini untuk Laut 
Utara melibatkan eksplorasi pilihan untuk mengubah plat-

form minyak kuno menjadi fasilitas perikanan budidaya 
atau ladang energi angin (serangkaian turbin angin yang 
berada di satu lokasi untuk memproduksi energi dari en-
ergi angin -pen).114 Tantangan utamanya adalah bagaimana 
menyiasati peraturan Konvensi OSPAR, yang mengamanat-
kan penonaktifan di negara-negara penandatangan.115 Jika 
hambatan regulasi seperti itu dapat ditangani, rekomendasi 
kebijakan pertumbuhan biru seperti transisi dan pengem-
bangan platform pengeboran lepas pantai multi-guna116 
mewakili berbagai cara di mana modal dapat dibebaskan 
untuk investasi baru di proyek-proyek lepas pantai atau 
jenis proyek lainnya yang juga diprioritaskan dalam upaya 
perencanaan tata ruang laut. 

Di perairan laut dalam, masih dilihat seberapa besar pe-
luang ekonomi mineral bumi yang langka yang mewakili 
industri ekstraksi laut. Meskipun teknologi telah berkem-
bang pesat, eksplorasi membutuhkan banyak investasi di 
awal: membiayai kapal penelitian dan kendaraan yang di-
operasikan dari jauh jauh untuk mampu mencapai lubang 
dasar laut dalam sekitar USD 75.000 per hari.117 Sampai 
saat peraturan eksploitasi ISA jelas, investasi sangat sulit. 
Kris Van Nijen, General Manager dari Sea Mineral Resource 
mengatakan: “Kami berbicara mengenai lebih dari ratusan 
juta dolar. Jika kita tidak tahu bagaimana kita akan diatur di 
masa depan, maka kita tidak dapat menginvestasikan uang 
sebanyak itu.”118

Fiksasi biru sama sekali tidak lengkap. Dapatkah ekonomi 
biru benar-benar menghidupkan pembiayaan yang dibu-
tuhkan untuk investasi berkelanjutan dalam infrastruktur 
laut? Dan jika tidak, dari mana asalnya? Mungkin yang lebih 
penting, akankah momentum di balik kebijakan pertum-
buhan biru memberikan dorongan yang diperlukan untuk 
mengatasi hambatan regulasi terhadap akumulasi modal 
(seperti kewajiban OSPAR atau kode pertambangan ISA)? 
Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong untuk adanya pene-
litian lebih lanjut dan posisi sosial dan politik sebagaimana 
agenda pertumbuhan biru yang telah diluncurkan di tingkat 
nasional. 
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Pertumbuhan biru adalah konsep yang luas dan tak pasti, 
rumah bagi banyak pandangan dan ideologi. Ketidakpastian 
ini telah membantu untuk menarik beragam koalisi dari 
aktor, yang masing-masing mampu memproyeksikan in-
terpretasi meraka sendiri ke dalam agenda kebijakan ini. 
Untuk beberapa hal, ini tentang konservasi dan energi ter-
barukan, sedangkan dalam praktiknya pengeboran lepas 
pantai tetap tak tersentuh. Membungkus pertumbuhan biru 
dalam kerangka keberlanjutan membantu untuk menga-
tasi kekhawatiran yang berkembang mengenai perubahan 
iklim, dan disalurkan melalui pariwisata berkelanjutan dan 
Kawasan Konservasi Laut skala besar yang menjadikannya 
menguntungkan. Ini adalah fiksasi konservasi. 

Untuk hal lainnya, ini mengenai suatu transisi ke perikanan 
budidaya yang menggantungkan ruang laut untuk peman-
faatan lainnya dan menghindari permasalahan menurunnya 
ketersediaan ikan dan kebutuhan untuk peningkatan jum-
lah pakan berdasarkan ikan tangkapan dan bahan lainnya 
termasuk kedelai, bunga matahari, gandum dan rapeseed 
(rassica napus, tumbuhan penghasil minyak rapa -pen). Ini 
adalah fiksasi protein. 

Pada akhirnya, rencana tata ruang laut pada tingkat nasion-
al secara nyata memprioritaskan sektor yang menghasilkan 
keuntungan terbesar: khususnya migas dan pelayaran ser-
ta pertambangan. Pendekatan ini juga menawarkan lebih 
banyak kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari 
infrastruktur dan keahlian yang telah ada dalam pengem-
bangan energi alternatif dan perikanan budidaya. Ini adalah 
fiksasi energi/ekstraktif. 

Sekaligus sebagai agenda pertumbuhan biru, masih ada 
kontradiksi sosial dan ekologis yang tidak dapat diperbaiki. 
Dan konflik sosial dan lingkungan yang hanya akan semakin 
dipicu selama kontradiksi ini masih ada. Seperti halnya ka-
sus-kasus historis sebelumnya mengenai pembatasan dan 
pergeseran dalam rezim pengaturan, kepala negara tampa-
knya terutama melihat pertumbuhan biru sebagai sarana 
untuk menyelesaikan konflik antara industri laut yang saling 
bersaing. Dan hal ini terjadi dalam konteks perintah yang 
memaksakan untuk dapat memastikan tingkat pertumbu-
han majemuk dengan berbagai cara yang dibutuhkan.119

Pertumbuhan biru dengan demikian bermanifestasi sebagai 
tindakan penyeimbang untuk membingkai upaya ini sebagai 
‘berkelanjutan’ dan berada dalam kepentingan setiap orang. 

Namun, penting untuk menyoroti bahwa jutaan orang yang 
hingga hari ini masih bergantung pada ruang laut untuk ke-
hidupan dan sumber pencahariannya –khususnya nelayan 
skala kecil- sebagian besar tidak diundang di dalam pesta 
biru ini. Ini menimbulkan pertanyaan politis yang sangat ru-
mit bagi gerakan nelayan dan jaringan aliansinya. Beberapa 
mencoba untuk mengatur undangan ke dalam ekonomi 
biru, mempercayai bahwa ini adalah cara yang paling pasti 
untuk mengamankah hak atas wilayah tangkapnya. Namun 
lainnya yang lebih skeptis, telah menyaksikan bagaimana 
agenda pertumbuhan biru memojokkan para nelayan skala 
kecil ke sudut yang mustahil.

Bersamaan dengan meluasnya perkembangan industri 
kelautan tidak mudah bagi nelayan: ruang yang mereka 
andalkan untuk kehidupan dan mata pencaharian mer-
eka dengan cepat dikonstruksikan ke dalam rencana un-
tuk pelabuhan baru, fasilitas wisata, jalur pelayaran, area 
konservasi dan penambangan baru, dan wilayah budidaya 
perikanan yang baru. Dan jika mereka berhasil memper-
tahankan area penangkapan ikan tertentu, dampak kolektif 
dari konstruksi, pencemaran dan perubahan iklim berarti 
semakin kecil kemungkinannya ikan akan berlimpah di sana. 
Untuk bertahan hidup, mereka harus pergi lebih jauh dan 
lebih jauh ke laut, meningkatkan biaya bahan bakar mereka 
serta paparan mereka terhadap bahaya lautan dan kemun-
gkinan konflik dengan armada perikanan industri. Bagi ban-
yak orang, menangkap ikan tidak lagi dapat dipertahankan. 

Dalam menghadapi menipisnya cadangan ketersediaan ikan 
yang semakin menurun, kebutuhan pendekatan yang sen-
sitif secara ekologi dan sosial terhadap perikanan semakin 
meningkat. Ini lebih jelas bagi nelayan skala kecil daripada 
yang lain, tetapi syarat masuk ke dalam pihak pertumbuhan 
biru membuat hampir tidak mungkin bagi mereka untuk 
bertahan hidup dan menjunjung standar tersebut. Di sinilah 
letaknya rahasia buruk di jantung agenda pertumbuhan 
biru: nafsu serakah terhadap minyak, gas, mineral, protein 
dan konservasi yang memicu dan membentuk agenda pada 
dasarnya tidak berkelanjutan. Kesepakatan tiga bagian den-
gan fiksasi konservasi, protein dan energi/ekstraktif yang 
telah dirangkai bersama gagal untuk mengatasi penyebab 
mendasar dari degradasi lingkungan - termasuk perubahan 
iklim - dan mengutuk populasi nelayan skala kecil ke masa 
depan yang semakin putus asa dalam perebutan ruang 
yang semakin menyusut dan ikan yang semakin sedikit. 

Kesimpulan
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